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NOMOR : 045/BAN-PT/AK-VI1/S1/X11/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITAS!
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA

Menimbang -

a

DI PERGURUAN TINGGI

bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan
instrumen  zkreditasi program studi sarjana pada

berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan
akreditasi;

bahwa sebagai tindak ianjut dari penerimaan usulan
tersebut dalam dikium (a) di atas Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilajan
dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi
diri, portfolio dan isian borang akreditasi program
studi dimaksud melalut kunjungan pada perguruan
tinggi sasaran;

bahwa penilaian dsn verifikasi sebagaimana tareebut
dalam diktun: (b) di atas adalah dalam rangka untuk
menentukan axurasi data dan informasi evaluasi diti,
pocfcio din siat toran,; akreditasi dan untuk
menentukan resii dan pesingket nbzaditazing:,
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pkan hasi)
studi yany
bersangkutan,

Movpingat 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisters
“endidikan Nasiznai,

< Teraluran Pemerintah Nomor €2 Tahurn 1999 lentang
Tendidikan Tingg:.

a2

Keputusan Menteri Pendidika Nasicnal

2. Nomor - 184/ U /2001 tentang Fedoman Pengawasar
Pengendalian dan  Pembinaan Program Diploma,
Sarjana, Pascasarjana dan Doktor dj Perguruan Tinggj;

B Nomer : 004,/ /2002 tentang Akreditasi Program: Studi

pada Perguruan Tinggi;

Nomor 118/T /2002 tentang Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi;

4 Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua,
Sekreraris dan Anggota Badan Akreditasi Nasiona)
Perguruan Ti ~gei;

r

4 Xepuitusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor . 002/BAN-ET/11/2002 tentang Penilaian
dan Pemeringiatan Akreditasi Program Studi Jenjang
Sariana,

Miemperhatikan . a4 Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tingg, tanzgal 19 Desember 2003

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Fertama - Menretapkan Program siudi nprk PRI Sainna yang

terakreditas; dan YANE TEI e i Gingin Prngiat
akreditasinya, sebasaimerin iereneuurn Feda lampirai |
Xeputusan in;,
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Ketentuan akreditag: jn: berlaku selama 5 (fima) tahun unruk
Pregram studi vang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun
UNtek program studi yang berperingkat C, sefak ditetapkan
nva keputusan jni. :

Program stud; yang terakreditas; dapat melaksanakan proses
beiziar MENngajar secara mandiri.

Perrbinaan Program studi hasii akreditasi inj dilaksanakan
fesual dengan peraturar perundangan yang berlaku,

Arzbile nama-nama program studi yang tercantum dalam
‘aipiran keputusan in; ternvata tidak sesyaj lagi dengan
kenvataan vang terakkur di masing-masing Perguruan tinggi
varg bersangkutan maka nama-nama pProgram studi terschyut
axar diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya,

2 “ka terfadj Penyampaian data dan informasi yang tidak
“erar pada evalyasi diri, borang, portfolio, dan/atau
xepada  asesor yang  dapat  dibuktikan setelah
“h.eluarkannya Keputusan ini, maka ekan dilakukan
reralajan diarg dan status akreditagi dapat dinvatakan
gugur.

boStatus  skreditasi bary  aken diberikan  berdasarkan

Perileiar uiang,

Sernua biava pemeriksaan uiang akan dibebankan pada

Program studi.

(]

j

Jika xemudian Program studi akan melekukan perubahan

r2n2 bermakna sehirgga dapat Mmempengaruh! kualitas,

tiuan, struktur, riang lingkup, atau kendali program

siudi tersebut, maka program studi harus mengajukan

permohcran penilajan kembali kepada Badan Akreditasi

Nasloral Ferguruan Tinggi.

©  Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam
iempiran [ Keputusan ini.

¢ Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan
persetujuan Dircktur Tenderal Pendidikan Tinggi untuk
rerubakar in,

d Pelanggaran atas kerentuan ¢i atas dapat berakibat statys

axreditas; vang telah diberikan dinvatakan gugur.
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Perriyaicar tentang staqus akred:iasi program studi dalam
berbaga.l brosur, katalog, peretbitan, dan bahan promosi
harus disusun zecars Jelas dan benar, dengan memperhatikan
kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat
menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat,

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputuzan iri
akar diatur lebth lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakar. perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkar..

Litetapkan di Jekarta
Pada tanggal 22 Desember 2003

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Ketua, B
—
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Germua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta,

Agama dan Kedinasan. _
3. Asosiasi Perguruan Tingg: Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VIDPR - RI



